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ARTICLE INFO ABSTRACT

Keywords The purpose of this research is to identify the influence of tax socialization, tax

socialization, incentive, and tax digitalization on rural and urban land and building taxpayer

tax incentive; . . R . .

digitalization: compliance level at The Regional Tax Collection Service Unit, Jagakarsa

taxpayer compliance; subdistrict. This research is a descriptive statistical research with quantitative
approach. Population in this research is the rural and urban land and building
taxpayers at The Regional Tax Collection Service Unit, Jagakarsa subdistrict. 100
respondents as sample is taken by using simple random sampling method by Slovin.
Data is collected by using questionnaire and processed by using SPSS statistics 26.
The result shows that tax socialization has influence on taxpayer compliance as big
as 62.6%, tax incentive has influence on taxpayer compliance as big as 52%, and
tax digitalization has influence on taxpayer compliance as big as 53.2%, making
socialization, tax incentive, and tax digitalization have significant influence on rural
and urban land and building taxpayer compliance at The Regional Tax Collection
Unit, Jagakarsa subdistrict. Tax socialization, tax incentive, and tax digitalization,
simultaneously, influence taxpayers as big as of 72.6% where 27.4% is influenced
by other variables which are not included in this research.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak masih diandalkan oleh pemerintah untuk kelangsungan pemerintahan dan
pembangunan. Oleh karenanya pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini harus berupaya
mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

“Pemungutan pajak secara kewenangan dibagi menjadi 2 (dua), yakni Pajak Pusat dan Pajak
Daerah, Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang
yang kewenangan pemungutnya adalah pemerintah pusat, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang
kewenangan pemungutannya berada di Pemerintah Daerah berdasarkan peratudan perundang-
undangan yang berlaku di daerah tersebut” Mardiasmo (2018:7). Menurut UU 28/2009, “salah satu
jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”.

Bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pajak daerah digunakan untuk mengumpulkan
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dilihat dari proporsi rencana
penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 tercatat
sebesar 71% atau Rp 52.231.000.000.000,- dari total PAD sebesar Rp. 74.300.000.000.000,-. Khusus
untuk PBB-P2, penerimaan tahun 2023 sebanyak 93,20% atau Rp. 9.040.209.600.161,- dari total
rencana penerimaan PBB-P2 Rp. 9.700.000.000.000.

Kewenangan pemungutan PBB-P2 di DKI Jakarta diserahkan kepada unit kerja di Badan
Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yakni Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD).

Khusus untuk wilayah Kecamatan Jagakarsa, maka UPPPD Kecamatan Jagakarsa yang akan
menjalankan kebijakan pemungutan pajak daerah, salah satunya pemungutan PBB-P2. Ruang lingkup
UPPPD Jagakarsa mengikuti wilayah kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dan
memiliki enam kelurahan yaitu Kelurahan Ciganjur, Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan
Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Tanjung Barat, dan Kelurahan Cipedak.

Penerimaan PBB-P2 UPPPD Jagakarsa pada 31 Desember 2023, realisasi penerimaan mencapai
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Rp. 91.317.415.265,- atau 74,83% dari rencana penerimaan Rp. 122.029.776.000,-. Pada tahun 2024,
UPPPD Jagakarsa memerlukan upaya lebih banyak dalam pencapaian rencana penerimaan mengingat
rencana penerimaan mengalami peningkatan.

Adanya pandemi Covid-19 yang meluas di hampir seluruh Negara membawa banyak dampak
negatif dalam perekonomian. Dalam Situmorang (2020), ada tiga dampak besar sebagai akibat dari
pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, antara lain daya
beli masyarakat yang menurun menyebabkan konsumsi rumah tangga juga menurun, ketidakpastian
secara global menyebabkan menurunnya investasi, serta penurunan harga komoditas sebagai akibat
dari melemahnya ekspor.

Pemerintah Pusat misalnya, mengeluarkan berbagai macam kebijakan fiskal yang ekspansif.
Kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut menurut Priharto (Indahsari dan Fitriandi, 2021) bertujuan
untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat meningkat dan
mampu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah pusat lainnya seperti pengenaan pajak dalam setiap transaksi
Perdagangan Melalui Sistem Elektrik (PMSE) dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PMSE diambil
sebagai respon dari pesatnya perkembangan digital dimana semakin banyak dan mudahnya transaksi
lintas negara.

Insentif untuk PBB-P2 Tahun 2023 dalam hal ini diberikan dalam 2 bentuk, yakni pada penetapan
dan pembayaran PBB-P2. Pada bentuk penetapan misalnya, sebagaimana pasal 2 angka 1 Pergub
5/2023 PBB disebutkan bahwa “Gubernur menetapkan PBB-P2 tahun pajak 2023 terhadap objek PBB-
P2 berupa rumah tapak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak orang pribadi
dengan NJOP PBB-P2 sampai dengan kurang dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan
pembebasan sebesar 100% (seratus persen)”. Sedangkan untuk NJOP diatasnya dan juga jenis objek
lainnya, mendapatkan pembebasan sebagian. Untuk jenis insentif bentuk pembayaran PBB-P2,
besaran persentase dilihat dari jangka waktu pembayaran, seperti pada Pasal 3 Pergub 5/2023 PBB
bahwa “Wajib Pajak yang melakukan pelunasan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2023
pada periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023 diberikan keringanan sebesar 10% (lima
belas persen)”.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara
dalam menghimpun pajak meskipun berdasarkan definisinya pajak bersifat memaksa. Dalam
prakteknya, pemungutan pajak juga harus memiliki regulasi, prosedur, dan administrasi yang baik
sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Miladia (Listiyowati et al,
2021), kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan agar target penerimaan pajak dapat tercapai
sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Jagakarsa. Salah satu upaya yang sering dilakukan pemerintah
adalah memberikan insentif pajak. Mengacu pada pendapat Ayu dalam Andrew & Sari (2021),
insentif pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan pembangunan suatu
negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, insentif pajak,
dan digitalisasi layanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Jagakarsa. Mengacu pada pendapat Rimawati (dalam Ristyani &
Dewi, 2021), sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Selain itu, Mudiarti & Mulyani (2020)
menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai media. Penelitian ini akan
menguji hipotesis bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif, pemberian insentif pajak, dan penyediaan
layanan perpajakan yang mudah diakses secara digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
PBB-P2 di Kecamatan Jagakarsa.

Pada layanan ini secara keseluruhan bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi
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perpajakan, insentif pajak, dan digitalisasi layanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Jagakarsa. Mengacu pada pendapat
Saputro & Meivira (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan sukarela wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif menurut Hardiani, dkk. (2020: 254) adalah penelitian yang betujuan untuk mengungkapkan
gejala secara holistik-konstetual melalui pengumpulan data dari latar alami, bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Adapun penelitian kuantitatif berbeda dengan
penelitian kualitatif yang mana penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur.
Pendekatan ini digunakan untuk menguji secara empiris hipotesis yang telah diajukan agar dapat
menjelaskan pengaruh variabel bebas yaitu insentif pajak, digitalisasi layanan, dan sosialisasi
perpajakan terhadap variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif ada dalam kutipan pernyataan
Creswell (dalam Wahidmurni, 2017: 3) sebagaimana berikut: “quantitative research is an approach
for testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables, in turn,
can be measured, typically on instruments, so that numbered data can be analyzed using statistical
procedures”

Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena variabel-variabelnya dapat diukur dan data-
data berupa angka dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta, serta berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dibentuklah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

1. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) yang telah dilakukan antara Sosialisasi Wajib Pajak
(X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (YY) menunjukkan bahwa nilai t hitung 4,835 > t tabel 1,985
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dan nilai r square sebesar 0,626, Artinya besarnya
suatu pengaruh Sosialisasi perpajakan sebesar 0,626 atau senilai 62,6% dan juga berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Metri
Tresnalyani dan Ketut Jati (2018) menunjukkan bahwa Sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan penelitian, maka variabel
Sosialisasi wajib pajak menggunakan lima indikator yaitu mengetahui hak dan kewajiban
dalam perpajakan, memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib
pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak, wajib pajak mengetahui informasi tentang
perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran PKB. Sosialisasi perpajakan
merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak dan diperlukannya Sosialisasi mengenai perpajakan
yang benar, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak dan patuh sehingga pada
akhirnya semakin meningkat Sosialisasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin
meningkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam membayar pajak PBB-P2.

2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) yang telah dilakukan antara Insentif Pajak
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Pegawai Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (YY) menunjukkan bahwa nilai t hitung 4,361
> t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, serta nilai r square sebesar 0,520.
Artinya besarnya suatu pengaruh Insentif Pajak sebesar 0,529 atau senilai 52% dan juga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Program Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) yang telah dilakukan antara Program Digitalisasi (X3)
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,848 >t tabel 1,985
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dan nilai r square sebesar 0,532 Artinya besarnya
suatu pengaruh program Digitalisasi sebesar 0,532 atau senilai 53,2% dan juga berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan
Moh. Rifgi Asis (2017) menunjukkan bahwa program Digitalisasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. UPPPD melakukan inovasi sistem baru pada
pelayanan yaitu mempermudah pembayaran Pajak PBB-P2 dengan adanya program Digitalisasi
yang dibentuk untuk inovasi terhadap pelayanan publik agar mudah dan cepat. Sehingga, potensi
pada wajib pajak terhadap pembayaran pajak diharapkan bisa meningkat karena akses dalam
pelayananyang sudah disediakan bertujuan pada kepuasan publik seperti pelayanan yang tepat,
efektif, cepat dan efisien.

Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Program Digitalisasi Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian ini mendukung bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi wajib pajak, Insentif
Pajak dan program Digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dimana dibuktikan dengan
hasil pengujian Uji F, F hitung 84,591 > F tabel 3,09 yang artinya Sosialisasi wajib pajak, Insentif
Pajak dan program Digitalisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R ) sebesar 0,726 atau senilai 72,6%
sehingga menunjukkan bahwa Sosialisasi Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Digitalisasi berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 72,6%. Sedangkan
sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang sudah dilakukan terhadap

permasalahan dari hasil analisis yang sudah dibahas sebelumnya sehingga dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1.

Besarnya pengaruh sosilaisasi pajak terhadap kepatuhan sebesar 0,626 atau senilai 62,6% dan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa.

Besarnya pengaruh insentif pajak sebesar 0,520 atau senilai 52% dan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah Kecamatan Jagakarsa.

Besarnya pengaruh digitalisasi sebesar 0,532 atau senilai 53,2% dan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah Kecamatan Jagakarsa.

. Adanya pengaruh positif serta signifikan sosialisasi pajak, insentif pajak dan digitalisasi pajak

secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan
Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,726 atau
senilai 72,6% yang berarti peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa dapat dijelaskan oleh variabel
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sosialisasi pajak, insentif pajak dan digitalisasi pajak. Sedangkan sisanya sebesar 27,4% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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